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ABSTRAK 
Bonifacius Brizanda K,2009. PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA 
DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN. Fakultas Hukum UNS. 
Penulisan Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Bagaimana penanganan 
pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta; Faktor-faktor apa sajakah yang 
mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan. 
Penelitian yang dilakukan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan yang besifat deskriptif analisis. Jenis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Untuk data sekunder, Penulis 
menggunakan beberapa sumber hukum yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis logika deduksi yaitu pola berpikir dari 
hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) kepada hal-hal yang bersifat khusus (premis minor). 
Penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan oleh Kantor Bea dan Cukai 
Surakarta hanya sebatas : pemeriksaan barang impor dan/atau ekspor, penyelidikan, 
penindakan berupa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean, pejabat bea dan 
cukai tidak berwenang melakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut, karena pejabat 
bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan jika terkait dengan tindak pidana kepabeanan. 
Sedangkan barang palsu dan hasil bajakan merupakan hasil dari tindak pelanggaran HKI, tidak 
termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Penyidikan dan proses hukum selanjutnya 
diserahkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian dan instansi terkait dengan HKI yakni direktorat 
jenderal HKI; Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang 
palsu dan hasil bajakan, yaitu : Faktor substansi hukum, perumusan pasal dalam undang-undang 
masih kurang jelas. Faktor struktur hukum, yaitu Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea 
dan Cukai Surakarta dari segi kuantitas maupun kualitas masih terbatas dan tidak sebanding 
dengan tanggung jawab wilayah yang menjadi kewenangannya, sarana dan prasarana yang ada 
di KPPBC Surakarta sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknologi yang 
berkembang saat ini. Faktor budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai 
adalah masih kurangnya kesadaran hukum pejabat bea dan cukai kaitannya dengan penegakkan 
hukum HKI di bidang impor dan/atau ekspor 
 








A. Latar Belakang Masalah. 
Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem 
hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945.,Yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut: 
1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum, 
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, 
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin 
tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau 
pelanggaran hukum dalam masyarakat. (Purwata Gandasubrata, 1999 : 11). 
Berdasarkan pendapat R. Soeroso, definisi hukum secara umum yaitu suatu 
himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata 
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta 
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. 
Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut : 
1. peraturan dibuat oleh yang berwenang. 
2. tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. 
3. mempunyai ciri memerintah dan melarang. 
4. bersifat memaksa dan ditaati 
Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan 
pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan 
mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka 
sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 
Tentang Kepabeanan. 
Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, 
diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini 
mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional 
yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan 
meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar 
daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, 
serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. 
Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang 
serius dan mengkhawatirkan. Dari hasil studi terhadap 12 sektor industri yang dilakukan 
oleh LPEM UI menunjukkan produk obat-obatan dan suku cadang kendaraan bermotor 
banyak yang dipalsukan. Sebagai contoh misalnya, kerugian akibat peredaran obat palsu 
cukup besar. Kerugian itu tidak saja dari segi materi, tapi juga bisa menimbulkan korban 
jiwa manusia karena konsumen mendapatkan obat palsu. Kerugian di bidang industri obat-
obatan bisa mencapai Rp 607 miliar, sedangkan pada spare part otomotif mencapai Rp 335 
miliar per tahun (www.bisnis.com/html/24 April 2008). 
Begitu juga hal barang-barang hasil bajakan, seolah-olah sekarang peredaran 
barang-barang hasil bajakan adalah barang yang umum untuk diperjualbelikan. Sebagai 
contoh adalah maraknya  penjualan kaset, VCD atau DVD bajakan. Berbeda dengan 
peredaran barang-barang palsu, mungkin konsumen menyadari bahwa mereka membeli 
barang yang bukan aslinya. Jelas hal ini seakan-akan turut mendukung dan melegalkan 
perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. 
Adapun mengenai barang palsu, konsumen tidak sadar bahwa mereka membeli 
barang palsu. Niat konsumen sebenarnya membeli barang, tapi yang didapatkan adalah 
produk palsu. Ini bisa membahayakan konsumen. Bahkan bisa menimbulkan korban jiwa 
jika mereka membeli obat palsu atau spare part otomotif. 
Perlu satu strategi yang komprehensif untuk mengatasi peredaran barang palsu dan 
hasil bajakan. Sebagai salah satu instrumen hukum, Undang-Undang No 17 tahun 2006 
tentang Kepabeanan mempunyai amanat yang cukup signifikan untuk turut membantu 
memberantas peredaran barang palsu dan hasil bajakan. Pada Pasal 54 disebutkan bahwa :  
“Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, 
ketua peradilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan 
cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau 
ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan 
hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia”. 
Dari bunyi pasal tersebut secara implisit ditegaskan bahwa undang-undang ini 
dapat digunakan untuk mencegah beredarnya barang palsu dan hasil bajakan dalam 
aktifitas kepabeanan. Hal ini karena barang palsu dan hasil bajakan merupakan hasil dari 
pelanggaran hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh undang-undang. 
Selain itu, peran aparat penegak hukum dan msayarakat juga berperan penting 
untuk memberantas peredaran barang palsu dan hasil bajakan tersebut. Aparat penegak 
hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai.  
Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu 
instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor 
dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan 
pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa 
negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat 
pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran 
Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar 
masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan 
untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang 
yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan 
penyelundupan yang merugikan negara. 
Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 17 tahun 2006, tindakan pejabat Bea dan 
Cukai adalah Penangguhan Pengeluaran Barang. Meskipun tindakan tersebut sangat 
terbatas, tindakan ini merupakan upaya untuk pencegahan tindak pelanggaran HKI. Tindak 
penangguhan yang dilaksanakan pada “Exit atau Entry point” di dalam Kawasan Pabean 
dapat mencegah barang-barang yang diduga terindikasi pelanggaran Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), sebelum barang tersebut masuk ke dalam distribusi komersial di pasaran 
masyarakat, maka pencegahan dan penanganannya akan lebih rumit, sangat kompleks dan 
membutuhkan dana yang tidak sedikit.  
Berdasar latar belakang di atas, pemikiran serta keadaan yang ada dan untuk 
mengetahuai sejauh mana efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan untuk 
memberantas peredaran barang palsu dan hasil bajakan, maka Penulis berusaha 
mengadakan penelitian yang akan diwujudkan dalam suatu penulisan hukum (skripsi) 
dengan judul : 
"PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN 
BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 
17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN". 
B. Perumusan Masalah. 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penulisan 
hukum karena dengan adanya perumusan masalah dapat digunakan untuk memecahakan 
masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis, perumusan ini dimaksudkan untuk 
lebih menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat ditentukan suatu 
pemecahan yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah 
tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : 
1. Bagaimana penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai 
Surakarta? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang 
palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian. 
Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, 
sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut : Penelitian adalah 
usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 
yang mana dilakukan dengan menggunkan metode-metode ilmiah.  
Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam 
proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan penulisan hukum ini tujuan yang hendak 
dicapai penulis adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil 
bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 
oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penanganan 
pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian. 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan 
nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini 
dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hukum kepabeanan. 
b. Untuk dapat menjawab permasalahan yang disusun secara sistematik dalam 
perumusan masalah. 
c. Agar Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam memecahkan 
masalah terhadap pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
b. Hasil peneltian ini memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 
mayarakat tentang pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
 
E. Metode Penelitian. 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah sebgai pedoman 
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang ditelii 
yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengintepretasikan data-data untuk 
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran akan suatu pengetahuan yang 
kemudian hasilnya akan dimasukan kedalam suiatu penulisan ilmiah serta dimana hasilnya 
dapat dipertanggungjwabakan secara ilmiah. 
Dalam penelitian ilmiah ini metode yang digunakan meliputi hal-hal sebagai berikut 
: 
1. Jenis Penelitian. 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun-maupun hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi (Peter Mahmud, 2005: 35). Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono 
Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut 
mencakup: 
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
2. Penelitian terhadap sistematik hukum ; 
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (garis bawah oleh 
penulis) 
4. Perbandingan hukum; 
5. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto 2001:13-14). 
Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait dan membahas 
tentang implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan kaitannya dengan upaya 
Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam memberantas barang palsu dan hasil bajakan di 
wilayah kewenangan kepabeanan. 
2. Pendekatan Penelitian. 
Pendekatan penelitian yang dilakukan Penulis adalah dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), yaitu pendekatan dengan 
menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005:97). 
3. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat 
deskriptif. Dengan menggunakan sifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan 
serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang 
berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis 
guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan akan dibicarakan, maka 
penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta oleh karena 
lokasi penelitian dianggap penulis sebagai tempat yang memungkinkan untuk meneliti 
dan mencari keterangan atau data-data yang selengkap-lengkapnya untuk menjamin 
validitas penelitian hukum ini. 
5. Jenis Data 
Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta-fakta angka yang dapat dijadikan 
sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang 
dipakai untuk suatu  keperluan. Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian 
ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang lebih dulu dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang di luar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, buku, 
literatur, surat kabar, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, laporan, dan sumber 
tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Ciri-ciri data sekunder adalah 
sebagai berikut: 
1) Pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made). 
2) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti 
terdahulu. 
3) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat dan dibatasi oleh tempat dan 
waktu (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1979: 35). 
6. Sumber Data. 
Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek 
yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan 
kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau 
fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, Peraturan 
perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya. Sumber data 
sekunder yang digunakan Penulis antara lain : 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-
undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis 
adalah sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia). 
2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undnag  Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP 
8) Keputusan Menteri No. 752/KMK.1/1993 tanggal 23 Agustus 1993 mengenai 
Pergantian Nama Kantor Inspeksi DJBC Surakarta menjadi Kantor Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe B Surakarta. 
9) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 32/KMK.01/1998 Tentang Pergantian 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Surakarta Menjadi Kantor Pelayanan 
Bea dan Cukai tipe A Surakarta 
10) Peraturan Menteri Keuangan No: 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan 
Pabean di Bidang Impor. 
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan 
Kepabeanan di Bidang Ekspor. 
12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 
13) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 
14) Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No: Kep-57/BC/1997 Tentang Proses 
 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, dapat membantu memberi 
penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, antara lain : 
1) Buku-buku literatur; 
2) Hasil penelitian di bidang hukum, skripsi; 
3) Jurnal, makalah atau artikel ilmiah; 
4) Media massa seperti, koran dan majalah. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 
bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya 
(Soerjono Soekanto, 2001:113). Dalam hal ini Penulis menggunakan bahan dari 
media internet dan kamus hukum. 
 
 7. Teknik Pengumpulan Data. 
Pada penelitian doktrinal atau normatif, pengumpulan data dilakukan melalui 
studi kepustakaan dengan menggunakan penelusuran katalog yang merupakan suatu 
daftar yang memberikan informasi tentang koleksi yang dimiliki perpustakaan (Burhan 
Ashofa, 1998:105). 
  Teknik pengumpulan data yang diambil oleh Penulis dalam penulisan hukum 
ini adalah studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen. Teknik ini 
merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat 
buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-
artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-
pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian 
dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. 
8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan menguraikan 
data kedalam pola, kategori dan satuan variasi dasar sehingga dpat ditemukan tema 
dan hipotesa kerja. (Lexy J Maleong, 1994 : 168). 
Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis 
menggunakan logika deduksi yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum 
(premis mayor) kepada hal-hal yang bersifat khusus (premis minor).  Premis mayor 
berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan 
pemungutan cukai, dihubungkan dan diterapkan pada premis minor berupa 
pelaksanaannya di lapangan. Dari premis mayor dan premis minor tersebut dapat 
ditemukan jawaban yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
Untuk memperoleh jawaban atau kesimpulan terhadap penelitian hukum yang 
menggunakan logika deduktif ini, digunakan dengan metode interpretasi sistematis, 
yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan 
peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum 
(Soedikno Mertokusumo, 2004: 59). 
Sebagai premis mayor maka digunakan peraturan perundang-undangan yaitu : 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) ; 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ; Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag  Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ; Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang 
Pelaksanaan KUHAP; Peraturan Menteri Keuangan No: 139/PMK.04/2007 Tentang 
Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor; 
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No: Kep-57/BC/1997 Tentang Proses Penyidikan Tindak 
Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 
Untuk premis minor adalah : 
a. Penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai 
Surakarta. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan 
hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta. 
Dengan interpretasi maka diperoleh jawaban masalah atau simpulan 
mengenai bentuk atau cara penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan 
oleh Kantor Bea Cukai Surakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 
pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan yang dihadapi oleh Kantor Bea dan 
Cukai Surakarta. 
F. Sistematika Penulisan Hukum. 
Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan 
sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terbagi dalam 
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan 
penulisan hukum ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran penulisan 
hukum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang tinjauan umum 
mengenai hukum administrasi negara, tinjauan umum tentang 
kepabeanan, tinjauan umum tentang barang palsu dan hasil bajakan serta 
menguraikan mengenai kerangka pemikiran. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini Penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain meliputi 
: prosedur penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 
Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan 
pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. 
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN  
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban 
permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran yang berdasarkan 








A. Kerangka Teori. 
1. Tinjauan Umum tentang Hukum 
Terdapat definisi berbeda – beda mengenai pengertian hukum. Hukum itu 
banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin memberikan suatu 
definisi tentang apakah yang disebut hukum itu.  
Menurut E. Utrecht dikatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-
petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata 
tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (dalam 
Sudarsono, 1991: 1-2). 
Lebih lanjut C. van Vallenhoven memberikan penjelasan, hukum adalah suatu 
gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur-
membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lain (dalam C.S.T Kansil, 1989: 35). 
Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menggunakan istilah ilmu hukum dalam 
arti luas yaitu, ilmu hukum merupakan ilmu yang mencakup dan membicarakan segala 
hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum ini sehingga ruang lingkup 
dari ilmu ini memang sangat luas. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 12). 
Terakhir menurut Soerjono Soekanto memberikan macam arti hukum antara lain 
: 
a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yakni pengetahuan tersusun secara sistematis 
atas dasar kekuatan pemikiran; 
b. Hukum sebagai disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-
gejala yang dihadapi; 
c. Hukum sebagai kaidah yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang 
pantas atau diharapkan; 
d. Hukum sebagai tata hukum yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah 
hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk 
tertulis; 
e. Hukum sebagai keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi yang menyangkut 
pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga 
didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga didasarkan pada penilaian pribadi; 
f. Hukum sebagai petugas yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang 
berhubungan erat dengan penegak hukum; 
g. Hukum sebagai proses pemerintah, yakni proses hubungan timbal balik antara 
unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; 
h. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku ajeg (teratur dan terus menerus); 
i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam 
diri manusia tentang apa yang dianggap baik sehingga harus dianuti atau ditaati dan 
apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari; 
j. Hukum sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari 
segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan 
masyarakat; 
k. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, yang mencakup segala proses 
baik yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan mendidik, mengajak atau 
bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-
nilai; 
l. Hukum sebagai seni (Soerjono Soekanto, 1986: 33-34). 
Dalam penelitian ini maka digunakan suatu hukum merupakan sekumpulan 
peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berupa perintah atau larangan 
bersifat mengikat dan memaksa kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk 
menjaga ketertiban bersama sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. 
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara. 
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara. 
Administrasi berasal dari bahasa latin, Ad-Ministrare yang berarti 
pengabdian atau pelayanan yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Prajudi 
Atmosudirjo mengemukakan tiga arti administrasi negara yaitu : Pertama, sebagai 
salah satu fungsi pemerintahan. Kedua, sebagai aparatur negara (machinery) dan 
aparat (apparatus) dari pemerintah. Ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas 
pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu. (Ridwan HR, 2003 : 
19).  
Sedangkan menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan administrasi negara 
adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan 
(Presiden dibantu menteri), melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, yang tidak 
ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan-badan legislatif (pusat), dan 
badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara 
(dalam CST Kansil, 1989 : 453). 
Sedangkan pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri, menurut 
Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat 
perlengkapannya dilihat dalam ruang gerakanya (hukum negara dalam keadaan 
bergerak). Pengertian lain menurut Huart (dalam CST Kansil 1989 : 453), Hukum 
Administrasi Negara adalah sebagai peraturan-peraturan yang menguasai segala 
cabang kegiatan manusia. Berdasarkan contoh pengertian tersebut diatas, dapat 
disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara terdiri dari dua aspek yaitu aturan 
hukum yang mengatur tentang bagaimana alat-alat negara menjalankan tugasnya 
dan aturan hukum yang mengatur tentang perlengkapan administrasi negara 
dengan warga Negara. 
Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sangat luas sehingga dalam 
penentuannya sangatlah sulit, akan tetapi berdasarkan pengertian mengenai 
Hukum Administrasi Negara diatas ruang lingkup Hukum Administrasi Negara 
secara garis besar mengatur : 
1) Perbuatan pemerintah dalam bidang publik, 
2) Kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan dibidang publik itu), 
termasuk penerapan sanksi dalam upaya penegakan hukumnya. 
b. Instrumen Pemerintah 
Adapun maksud instrumen pemerintahan adalah alar-alat yang digunakan 
pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang berupa : 
 
1) Peraturan Perundang-undangan 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Tata Usaha yang dimaksud dengan peraturan perundang-
undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum 
yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua keputusan badan atau 
pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang 
juga mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan memiliki ciri-
ciri sebagai berikut : 
a) Bersifat umum, universal dan komprehensif 
b) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri 
adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang 
memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali (Satjipto 
Raharjo, 2000 : 83-84). 
2) Penetapan Tata Usaha Negara 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara yang dimaksudkan penetapan adalah "Suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat 
konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 
atau badan hukum perdata". Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketetapan antara lain : 
a) Penetapan tertulis 
b) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN 
c) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
d) Bersifat konkrit, individual, dan final 
e) Menimbulkan akibat hukum 
f) Seseorang atau Badan hukum perdata 
Ketetapan itu sendiri tediri atas beberapa macam, seperti misal yaitu 
: 
a) Ketetapan positif adalah : 
 Ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima 
ketetapan 
b) Ketetapan negatif adalah : 
 Ketetapan yang dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa atau dapat 
suatu penolakan. 
3) Peraturan Kebijaksanaan 
Peraturan kebijaksanaan yang telah ada, pada prinsipnya merupakan 
bagian operasional penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan 
secara umum. Oleh karena itu suatu peraturan kebijaksanaan tidak boleh 
menyimpang dari peraturan perundang-undangan diatasnya. Meskipun 
demikian terdapat persamaan antara sesuatu peraturan perundang-
undangan dengan peraturan kebijaksanaan yaitu diperuntukan bagi 
masyarakat umum, ada pula persamaan yang lain seperti yang dikemukakan 
oleh Hamid Attamimi dalam suatu makalahnya yang menyebutkan bahwa 
peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan dibuat dan 
ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan umum  
atau publik untuk hal tersebut. (Ridwan HR, 2003 : 138). Mengenai bentuk 
peraturan kebijaksanaan, dapat pula berupa surat edaran, keputusan, 
instruksi, resolusi, pedoman, dan masih terdapat bentuk yang lain. 
c. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administratif Negara 
Hukum itu sendiri terdiri atas konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, 
kemanfaatan sosial dan sebagainya yang bersifat abstrak. Konsep-keonsep tersebut 
masih harus diuji apakah masih sesuai dengan pelaksanaannya dimasyarakat atau 
tidak. Penegakan hukum adalah salah satu cara untuk mengujinya. 
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantab 
dan mengejawantahkan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 13). Soerjono Soekamto juga 
menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam 
kedudukannya dalam Hukum Administrasi Negara (Ridwan HR, 2003 : 230) yaitu :  
1) Faktor hukumnya sendiri. 
2) Faktor Penegak hukumnya. 
3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung  penegakan hukum. 
4) Faktor masyarakatnya. 
5) Faktor kebudayaan. 
Saran penegakan Hukum Administrasi Negara itu sendiri terdiri dari suatu 
pengawasan dan penerapan sanksi sebagai wujud dari pelaksanaan undang-
undang. Indonesia sebagai negara hukum yang sudah semestinya menginginkan 
terciptanya pemerintahan yang baik dimana dalam menjalankan fungsi, tugas dan 
wewenang tersebut sesuai dengan kehidupan norma-norma hukum yang berlaku 
serta mengembalikan situasi sebelum terjadinya pelanggaran apabila terdapat 
suatu bentuk pelanggaran maka untuk tujuan itulah  diperlukan pengawasan dalam 
pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan 
hukum bagi rakyat melalui upaya administratif dan peradilan administrasi. 
Penerapan sanksi merupakan sarana penegakan hukum di samping 
pengawasan. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan dari 
kewenangan pemerintah dimana sanksi tersebut mempunyai kekuatan memaksa, 
sebagai contoh pemerintah dapat menggunakan paksaan pemerintah 
(bestuursdwang) setelah tidak ditaatinya legalisasi oleh pemerintah yang berupa 
peringatan tertulis dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Contoh 
sanksi yang dapat juga diterapkan oleh pemerintah sebagai sarana penegakan 
hukum adalah dengan pengenaan uang paksa (dwangsom), pengenaan uang paksa 
dapat dilihat dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang 
menguntungkan, contoh lain adalah dalam pengurusan tentang izin, didalam 
pengurusan izin biasanya terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah 
kepada pemohon izin salah satunya adalah penyerahan uang jaminan, jika 
dikemudian hari terdapat pelanggaran maka uang jaminan tersebut dapat dipotong 
sebagai uang paksaan (dwangsom), upaya ini akan digunakan ketika pelaksanaan 
paksaan pemerintah (bestuursdwang) sulit dilakukan (Ridwan HR, 2003 : 247). 
Bentuk penerapan kewenangan seperti tersebut diatas memberikan 
konsekuensi bagi pemerintah dimana pemerintah harus mempu 
mempertanggungjawabkan setiap kewenangannya secara hukum, dalam hal tidak 
dapat mempertanggungjawabkan maka rakyat dapat menuntut 
pertanggungjawaban terhadap instrumen pemerintah terutama ketetapan yang 
telah bersifat final dimana menunjukan bahwa terhadap suatu ketetapan dapat 
menimbulkan akibat hukum. 
3. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan. 
a. Pengertian Kepabeanan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pabean adalah suatu 
instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk 
(impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun udara. Sedangkan 
pengertian dari kepabeanan adalah perihal yang bertalian dengan pabean. (Tim 
Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993 : 711). 
Pengertian istilah kepabeanan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 
Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan 
pemungutan bea masuk dan bea keluar. 
b. Pengaturan di Bidang Kepabeanan 
Republik Indonesia sebagai sebuah negara hukum menghendaki adanya 
suatu sistem nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945, akan 
tetapi sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-
Undang Kepabeanan Nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Tarief Wet 
(Undang-Undang Tarif Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten 
OrdonanTie (Ordonansi Bea), Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief 
OrdonanTie (Ordonansi Tarif) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 masih tetap 
diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, akan tetapi setelah 
Negara Indonesia dibawah pemerintahan orde baru undang-undang kepabeanan 
mengalami kemajuan yang signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
Meskipun demikian, terhadap ketiga peraturan perundang-undangan yang 
lama tersebut telah diadakan perubahan untuk menjawab tuntutan zaman dan 
pembangunan nasional, tetapi oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan 
tidak mendasar maka perubahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan yang 
ada sehingga perlu dilakukan pembaharuan yang kemudian dibentuklah undang-
undang kepabeanan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Kepabeanan, dengan dibentuknya undang-undang kepabeanan tersebut, yang 
merupakan bagian dari dari hukum fiskal maka harus dapat menjamin perlindungan 
kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang serta dokumen 
penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih 
dapat mendorong laju pembangunan nasional Indonesia. Dalam rangka mencapai 
tujuan yang dimaksud aparatur kepabeanan dituntut untuk dapat memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup 
kedudukan, tugas dan fungsinya. 
Undang-undang kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang 
sebelumnya tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang 
digantikannya antara lain : 
1) Pengawasan bea keluar atas ekspor barang dengan kriteria tertentu. 
2) Pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diangkut melalui laut didalam 
daerah pabean. 
3) Registrasi kepabeanan 
4) Perubahan data dalam pemberitahuan pabean akibat kekhilafan yang nyata. 
5) Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yang sah. 
6) Jangka waktu impor sementara. 
7) Bea masuk tindak pengamanan (safeguard tariff). 
8) Penindakan oleh pejabat bea dan cukai atas barang yang diduga terkait dengan 
tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara. 
9) Pemeriksaan jabatan. 
10) Pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi oleh direktur jenderal. 
11) Keberatan selain tarif dan nilai pabean. 
12) Kode etik. 
13) Sanksi kepada pejabat bea dan cukai apabila pejabat salah menghitungkan 
atau menetapkan bea masuk atau bea keluar yang tidak sesuai dengan 
undang-undang sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan 
negara. 
14) Kewenangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
mengawasi barang didalam Free Trade Zone. 
Sedangkan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 
yaitu : 
1) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan barang 
tertentu didalam daerah pabean. 
2) Kewenangan Direktorat Jenderal untuk membuat keputusan keberatan selain 
tarif dan atau nilai pabean. 
3) Kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mencegah barang yang diduga terkait 
dengan terorisme dan kejahatan lintas negara. 
4) Kewenanagan khusus Direktorat Jenderal untuk melakukan suatu pembetulan, 
pengurangan atau penghapusan denda administrasi dan surat tagihan bea 
masuk. 
5) Kewenangan untuk melakukan penyegelan oleh pejabat dalam rangka audit 
dibidang kepabeanan. 
6) Pemeriksaan jabatan (ex officio) berdasarkan dugaan bahwa telah atau akan 
terjadi suatu pelanggaran kepabeanan. 
c. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan 
Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan 
bagian dari World Custom Organization (WCO). Sebagai sebuah instansi 
kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Kepabeanan adalah : 
1) Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai 
dengan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis 
operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas 
lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis 
operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan 
lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal 
berdasarkan peratuaran perundang-undangan yang berlaku. 
4) Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, 
perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan 
dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan 
cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak 
pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan prundang-undangan yang 
berlaku. 
Adapun tugas pokok dari Dirktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk 
nelaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan 
dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan megamankan 
kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk 
atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengutan 
negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai 
tidak hanya bekerja sendiri akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi 
lain oleh sebab keberadaan Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah 
sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas arus barang masuk dan 
keluar wilayah Indonesia sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama 
dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan 
kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Dengan Direktorat Jenderal Pajak 
Sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam 
pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan 
wewenang untk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan 
pemungutan PPN Impor dan PPh Impor. 
2) Dengan Direktorat Jenderal Anggaran 
Dalam hubungan ini Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi 
penunjang Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji 
dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 
3) Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
Dalam hubungan ini Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 
kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang 
dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor. 
4) Dengan Kejaksaan dan Kepolisian 
Memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang 
berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara 
penyelundupan. 
5) Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait 
Memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu 
yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti 
misalnya untuk barang-barang tentang pertanian berhubungan dengan 
Departemen Pertanian. 
d. Wewenang Kepabeanan 
Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas-tugas kepabeanan. Wewenang tersebut dikelompokan menjadi tiga 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang  Perubahan Atas 
Undang-Udnang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu antara lain : 
1) Kewenangan Pengawasan dan Penyegelan. 
Dalam Pasal 78 disebutkan : Pejabat bea dan cukai berwenang untuk 
mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan 
terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan 
barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang 
ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain. 
2) Kewenangan Memeriksa  
Pada Pasal 82 disebutkan kewenangan pejabat bea cukai adalah : 
(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean 
atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan 
pabean diserahkan. 
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, 
pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha 
tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan 
barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau 
bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang 
akan diperiksa. 
(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi: 
a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang 
bersangkutan; dan 
b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebesar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
 (4) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah 
barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang 
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi 
administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari 
bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu 
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. 
(5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah 
barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang 
ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% 
(seratus persen) dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang 
dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan 
negara di bidang ekspor yang kurang dibayar. 
Sedangkan untuk Pasal 82A disebutkan : 
(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang 
melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau 
barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean 
disampaikan. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.. 
Pada ketentuan Pasal 85 diuraikan sebagai berikut : 
(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor 
setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan 
diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan 
pemberitahuan pabean. 
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan 
impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi 
persyaratan. 
(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan 
kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi 
kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. 
Selanjutnya pada Pasal 85A disebutkan bahwa : 
(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat 
bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang 
tertentu yang diangkut dalam daerah pabean. 
(2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, 
pengangkutan, dan atau pembongkaran di tempat tujuan. 
(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri. 
Sedangkan Pasal 86 disebutkan : 
(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan 
terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. 
(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang: 
a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang 
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan; 
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak 
lain yang terkait; 
c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk 
menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 
menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha, termasuk sarana atau media penyimpan 
data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk 
tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan 
kepabeanan; dan 
d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu 
terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang 
berkaitan dengan kegiatan kepabeanan. 
(2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan 
pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit 
kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri. 
Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 
86A yang berbunyi sebagai berikut:  
Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya 
kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan 
pemberitahuan jumlah dan atau jenis barang, orang wajib membayar bea 
masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5). 
Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang 
ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa 
bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang 
dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang 
ditemukan. 
(2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, 
pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib 
menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang 
yang berada di tempat tersebut. 
Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini 
pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan 
memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. 
(2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas 
pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
(3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk 
menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila 
ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku. 
(4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
4. Tinjauan Umum Tentang Barang palsu dan Hasil Bajakan 
a. Pengertian Barang Palsu 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adapun pengertian tentang palsu 
adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan 
barang palsu yaitu segala sesuatu yang diciptakan baik itu suatu benda ataupun 
suatu zat dengan meniru atau menggadakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya 
lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya, hal ini pun berkaitan erat dengan hak 
atas kekayaan intelektual yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
Tentang Kepabeanan. 
b. Pengertian Hasil Bajakan 
Sesuai dengan pengertian yang dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia maka pengertian Bajakan dalam hal ini berkesesuaian dengan hak atas 
kekayaan intelektual maka arti daripada pembajakan yakni suatu hasil atau karya 
dari seseorang yang dengan tanpa seizin pemilik sah dari suatu benda atau suatu 
sifat zat dengan melipatgandakannya sehingga berjumlah lebih banyak dari aslinya 
dan telah diperjualbelikan kepada masyarakat dan menghasilkan keuntungan 
pribadi. 
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Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu 
instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor 
dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan 
pengawasan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk 
melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua 
barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk 
menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan 
harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan 
Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga 
keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah 
pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. 
Dalam lalu lintas kepabeanan mencakup ekspor dan impor, pejabat bea dan cukai 
selalu melakukan pemeriksaan barang yang berada di wilayah kepabeanan. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 
berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan 
meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar 
daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, 
serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. 
Maraknya peredaran barang palsu dan hasil bajakan yang masuk ke Indonesia perlu 
diwaspadai oleh pihak Bea dan Cukai. Kantor Bea dan Cukai mempunyai peran yang penting 
dalam rangka mencegah beredarnya barang palsu dan hasil bajakan ke dalam pasaran 
masyarakat. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan,. 
Dalam posisinya sebagai aparat pengawas lalu lintas barang baik masuk maupun 
keluar dari wilayah Indonesia, Direktorat Bea dan Cukai diwajibkan mengendalikan impor-
ekspor barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan hasil pelanggaran di bidang HKI.  
Aparat Bea dan Cukai melaksanakan fungsi pengendalian tersebut dengan cara 
menangguhkan pengeluaran barang impor/ekspor dari kawasan pabean untuk memberikan 
kesempatan kepada yang berhak atas HKI untuk mengambil tindakan hukum. Tindakan 
tersebut dilakukan sekaligus untuk mencegah barang-barang yang diduga terindikasi 
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut masuk ke dalam distribusi komersial di 
pasaran masyarakat yang nantinya bila dikonsumsi akan menimbulkan bahaya atau 
kerugian bagi masyarakat. 
 
BAB III 




Dalam penelitian ini, Penulis mengambil lokasi di perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan perpustakaan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
A3 Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 36, Surakarta. Dari penelitian yang dilakukan 
tersebut, Penulis berusaha menjawab permasalahan mengenai pemberantasan barang palsu 
dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan oleh 
Kantor Bea dan Cukai Surakarta. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Surakarta berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Keberadaan KPPBC Surakarta 
dimulai atau sudah ada sejak jaman Belanda. Secara resmi tidak diketahui tahun berapa KPPBC 
Surakarta berdiri. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 752/KMK.1/1993 tanggal 23 Agustus 1993 
mengenai pergantian nama Kantor Inspeksi DJBC Surakarta menjadi kantor pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe B Surakarta. Surat ini diberlakukan sejak Surat Keputusan tersebut dikeluarkan. 
Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 32/KMK.01/1998 tanggal 4 
Februari 1998 tentang pergantian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Surakarta menjadi 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A Surakarta. Pada bulan Juni 2007, KPBC Tipe A berubah 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Perubahan nama 
ini semata-mata hanya karena tingkat beban pekerjaan yang diberikan dari pusat. 
Untuk menghadapi tantangan masa depan menuju kondisi yang diinginkan KPPBC Tipe 
A3 Surakarta sebagai unsur pelaksana di daerah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi 
perubahan baik internal maupun eksternal. Agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan 
yang semakin ketat maka KPPBC Tipe A3 Surakarta harus memiliki perubahan ke arah perbaikan 
yang disusun dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam suasana yang penuh 
persaingan serta perubahan lingkungan, menuntut KPPBC Tipe A3 Surakarta lebih berperan 
sebagai fasilitator perdagangan internasional, memungut pajak dalam rangka impor, ekspor, dan 
cukai serta pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor. 
Peran yang demikian mengharuskan KPPBC Surakarta mempunyai cara pandang jauh ke 
depan mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan terbaik kepada 
pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Untuk itu KPPBC Surakarta memiliki Visi yaitu : “Sejajar 
dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia Bidang Kinerja dan Citra”. Suatu pandangan ke 
depan dan cita-cita untuk menempatkan KPPBC berada dalam jajaran institusi kepabeanan dan 
cukai yang bermutu dan berstandard internasional dalam pelayanan dan penagawasan lalu 
lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan serta pemungutan bea masuk dan 
cukai. Maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas 
barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. 
b. Cukai adalah pemungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. 
c. Kinerja adalah suatu capaian pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan. 
d. Citra adalah kesan stakeholders atas kinerja institusi DJBC. 
e. Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia adalah suatu kondisi yang 
menempatkan DJBC berada dalam jajaran institusi Kepabeanan Cukai yang bermutu dan 
berstandar internasional. 
Untuk mewujudkan visi KPPBC Surakarta harus dirumuskan misi yang akan dilaksanakan 
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Keberadaan KPPBC Surakarta 
dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang kepabeanan dan 
cukai ditetapkan misi yaitu : 
a. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai. 
b. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada indusri, perdagangan, dan masyarakat. 
c. Mengembangkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka penegakkan hukum 
dan perlindungan masyarakat. 
d. Meningkatkan kemampuan institusi DJBC yang mendukung pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi. 
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut KPPBC memiliki strategi yang digunakan 
sebagai patokan untuk meningkatkan kinerjanya. Strategi KPPBC Surakarta adalah : 
profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan. Selain itu, ada 
beberapa komitmen yang harus dilaksanakan oleh pegawai KPPBC Surakarta yaitu : 
a. Tingkatkan pelayanan. 
b. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi. 
c. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan. 
d. Hentikan perdagangan ilegal. 
e. Tingkatkan integritas. 
Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan KPPBC Surakarta dapat memenuhi apa 
yang menjadi keinginan dari masyarakat dan ketentuan yang berlaku.  
Berbagai upaya untuk menjadikan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi lebih 
baik terus dilakukan. Mulai dari bergulirnya reformasi di bidang kepabeanan yang menghasilkan 
berbagai terobosan program yang berpihak kepada stakeholders, sampai dengan pembenahan 
dalam bidang peraturan kepabeanan, termasuk di dalamnya pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan. 
Ada beberapa prinsip penting dalam undang-undang tersebut, yaitu : 
a. Prinsip keadilan (fairness), di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
menjadi objek dari undang-undang tersebut dijelaskan secara terperinci dan 
proporsional. 
b. Prinsip transparansi (transparent), yaitu memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan 
dapat dipahami dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Ketentuan tersebut 
bukan menyangkut kepentingan pemerintah saja namun juga menyangkut hak dan 
kewajiban masyarakat usaha. Semua mekanisme perdagangan internasional baik berupa 
ketentuan ekspor, impor, larangan maupun pembatasan dijabarkan secara jelas dalam 
undang-undang ini. Dengan memahami posisinya tersebut dapat dihindari adanya 
ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pelaksanaan 
undang-undang itu sendiri seperti adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
c. Prinsip perlindungan masyarakat (Community Protection), yaitu prinsip tersebut 
memberikan dasar hukum bagi aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melindungi 
masyarakat dari pengaruh negatif masuknya barang-barang dari luar negeri ke dalam 
daerah pabean. 
d. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yaitu penegasan pengenaan sanksi 
kepabeanan yang bukan saja dikenakan kepada pengguna jasa kepabeanan yang 
melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada pejabat yang turut serta melakukan 
pelanggaran tersebut (Anwar Suprijadi dalam Warta Bea Cukai Edisi 387, 2007: 11-12). 
Keterlibatan KPPBC Surakarta dalam membantu pelaksanaan perlindungan HKI dimulai 
sejak berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang lebih lanjut 
kemudian diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006. Sebelum berlakunya Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), institusi kepabeanan di banyak 
negara umumnya tidak banyak terlibat dalam pemberantasan peredaran barang palsu dan hasil 
bajakan. Namun dengan meningkatnya perdagangan internasional dan semakin meluasnya 
pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari pentingnya peran yang dapat 
dilakukan oleh pihak pabean dalam melaksanakan perlindungan HKI. Ada beberapa potensi yang 
dimiliki oleh Bea dan Cukai, antara lain : 
a. Dengan posisinya di pintu gerbang dan perbatasan wilayah negara sebagai aparat 
pengawasan lalu lintas barang, maka bea dan cukai akan dapat secara efektif menegah 
dan menangkal barang-barang yang diduga melanggar HKI sebelum barang tersebut 
masuk dalam sistem distribusi dan peredaran bebas di mana akan sangat rumit dan 
memakan biaya besar untuk memberantasnya. 
b. Aparat Bea dan Cukai memiliki kewenangan di bidangnya, yang memungkinkan untuk 
melakukan penegahan atau penyitaan barang, melakukan pemeriksaan fisik termasuk di 
tempat importir dan eksportir serta memeriksa dokumen yang berkaitan. 
c. Dengan informasi yang dimiliki dapat mengidentifikasi dan menangani sampai ke 
sumber darimana barang yang melanggar tersebut berasal. 
d. Dengan kerjasama antar bea dan cukai di berbagai negara diharapkan dapat dilacak dan 
dicegah terjadinya pelanggaran HKI (Anton Martin dalam Warta Bea Cukai Edisi 388: 49-
50). 
Sebagai aparat pengawas lalu lintas ekspor-impor (border cross control), KPPBC 
Surakarta memiliki peranan penting. Karena penangguhan KPPBC Surakarta pada exit atau entry 
point di kawasan pabean (pelabuhan, bandar udara, maupun perbatasan darat dapat mencegah 
barang yang diduga melanggar HKI baik barang yang dipalsukan maupun barang hasil bajakan 
sebelum barang tersebut beredar ke pasaran domestik atau sebelum barang tersebut di ekspor 
ke luar daerah pabean. Untuk melaksanakan upaya tersebut, KPPBC Surakarta menggunakan 





A. Penanganan Pemberantasan Barang Palsu Dan Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Oleh Kantor Bea Dan Cukai Surakarta. 
1. Pemeriksaan barang dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. 
Terdapat dua ketentuan bentuk pemeriksaan pabean dalam KPPBC Surakarta, 
yaitu :  
a. Penelitian dokumen. 
Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan /atau sistem 
komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan 
lengkap dan benar (Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor). 
Prosedur penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di 
Bidang Impor yaitu : 
1) Penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen dan/atau 
sistem komputer pelayanan. 
2) Penelitian dokumen oleh pejabat pemeriksa dokumen dilakukan untuk 
memastikan bahwa pemberitahuan pabean diberitahukan dengan benar, dan 
dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang 
ditentukan. 
3) Penelitian dokumen oleh sistem komputer pelayanan dilakukan untuk 
memastikan bahwa pengisian pemberitahuan pabean yang disampaikan telah 
lengkap dan benar. 
4) Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari 
hasil penelitian komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang 
didasarkan pada data yang disajikan oleh sistem komputer pelayanan. 
5) Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan berdasarkan hasil 
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
6) Pejabat pemeriksa dokumen hanya bertanggung jawab atas penetapan 
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b. Pemeriksaan fisik. 
Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan 
cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang 
diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean (Pasal 1 
butir 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang 
Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor). 
Untuk pemeriksaan fisik, prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut : 
1) Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik 
berdasarkan instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan 
cukai atau sistem komputer pelayanan (Pasal 4). 
2) Pemeriksaan fisik barang dilaksanakan di (Pasal 5): 
a) Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau tempat lain yang disamakan 
dengan TPS; 
b) Tempat Penimbunan Pabean (TPP); atau 
c) Tempat Penimbunan Berikat (TPB). 
3) Apabila dalam pemeriksaan fisik barang impor dibutuhkan pengetahuan 
teknis tertentu, pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan pihak lain 
yang memiliki pengetahuan teknis tersebut (Pasal 6). 
4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, importir atau kuasanya mendapat 
pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari sistem 
komputer pelayanan (Pasal 7 ayat 1). 
5) Importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor 
untuk diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan, atau peti kemas yang 
akan diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan tersebut (Pasal 7 ayat 2). 
6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik 
(Pasal 7 ayat 3). 
7) Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja 
apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak 
dapat dilakukannya pemeriksaan fisik (Pasal 7 ayat 4). 
8) Dalam hal importir atau kuasanya tidak melaksanakan ketentuan pada ayat 
(2) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas 
resiko dan biaya importir (Pasal 7 ayat 5). 
9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat : 
a) Barang impor yang tidak diberitahukan; atau 
b) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, 
maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean 
beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan 
cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan 
penyelidikan (Pasal 8). 
Alur mengenai pemeriksaan fisik dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Mengenai prosedur pemeriksaan barang impor atau ekspor telah diatur dalam 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu : 
a. Prosedur pemeriksaan barang impor. 
Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan disebutkan:  
1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. 
2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian 
dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 
3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 
selektif. 
4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 
Mengenai prosedur pemeriksaan barang impor kemudian diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan No: 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean 
di Bidang Impor. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. 
2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir. 
3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 
4) Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis 
manajemen risiko. 
b. Prosedur Pemeriksaan Ekspor. 
Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan telah diatur pemeriksaan ekspor yaitu berupa penelitian dokumen 
saja. Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya 
untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, 
diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, 
pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus 
diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya 
hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya. Untuk memperoleh data dan 
penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, pasal ini 
memberikan kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat 
mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor. 
Selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan barang eksor diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 
Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, Pasal 7 yaitu : 
(1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. 
(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
system aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah 
pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean.. 
(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean 
ekspor; 
b. Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 
c. Kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti 
pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; 
dan 
d. Pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor. 
(4) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
huruf c dan huruf d adalah berupa: 
a. Invoice, packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan 
sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor; dan/atau 
b. STBS dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; 
Sedangkan dalam Pasal 8, telah diatur ketentuan sebagai berikut : 
(1) Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik 
atas barang ekspor. 
(2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap : 
a. Barang ekspor yang akan diimpor kembali; 
b. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor 
kembali; 
c. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE; 
d. Barang ekspor yang dikenai bea keluar; 
e. Barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal 
Pajak; atau 
f. Barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya 
terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah 
terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 
(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara selektif terhadap: 
a. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema 
pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau 
b. Barang ekspor yang dikenai bea keluar. 
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat 
dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang 
digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. 
 
2. Penyelidikan terhadap barang yang diduga palsu dan hasil dari pembajakan. 
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak disebutkan secara rinci bentuk-
bentuk upaya penyelidikan untuk mengatasi barang palsu dan hasil bajakan ini. Namun 
secara fungsional sebagai pengawas lalu lintas barang impor dan atau ekspor di wilayah 
kepabeanan KPPBC Surakarta dapat mengacu pada Job Descripiton bagian yang 
menindaklanjuti temuan dari hasil penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik. 
Upaya penyelidikan ini dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di bidang 
Pengawasan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor yaitu :  
“Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat: 
a. Barang impor yang tidak diberitahukan; atau 
b. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, 
maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean 
beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai 
yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan”. 
 
Pada penjelasan pasal tersebut telah diuraikan juga bahwa, secara implisit 
pejabat bea dan cukai bagian pengawasan dapat melakukan penyelidikan mengenai 
indikasi adanya barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan hasil dari pelanggaran 
HKI. Karena secara jabatan (ex-officio) berada di wilayah kewenangannya. 
Sebagai upaya penyelidikan langkah-langkah yang kemudian ditempuh dapat 
mengacu pada ketentuan Pasal 58 TRIP’s Agreement : 
 “Where Members reqiure competent authorities to act upon thier own 
initiative and to suspend the release of goods in respect of which the have acquired 
prima facie evidence that an intellectual property rights is being infringed: 
a. The competent authorities may at any time seek from the right holder anay 
information that may assist them to exercices these powers; 
b. The importers and the right holder shall be promptly notified of suspension. 
Members shal only exempt both public authorities and officials form liability to 
appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith” 
 
Dalam Pasal 58 huruf a tersebut dinyatakan bahwa, pihak yang berwenang 
(maksudnya Pejabat Bea dan Cukai) dapat setiap saat meminta informasi dari pemegang 
hak yang membantu mereka melaksanakan kewenangan tersebut. Tentu saja 
permintaan informasi ini setelah dirangkaikan dengan informasi yang lain yang didapat 
di lapangan, dapat menjadi suatu alat bukti, misalnya ; nama pemegang hak berbeda 
dengan nama importir/eksportir barang yang ada pada dokumen manifest, sedangkan 
importir/eksportir tidak mendapat kuasa untuk itu dari pemegang hak (dalam Sunarno, 
2008: 12). 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan 
bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Setiap merek yang terdaftar 
dimuat dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan untuk pemohon perlindungan merek 
atau kuasanya diberikan sertifikat merek (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 
2001). Namun hal serupa tidak terdapat dalam ketentuan hak cipta. Tidak ada 
kewajiban pendaftaran bagi hak cipta.  
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta). Sedangkan 
dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta disebutkan 
bahwa, yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, 
pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran sautu ciptaan dengan menggunakan 
alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga 
suatu ciptaan dapat dibaca, didengar,atau dilihat orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 5 
disebutkan bahwa, kecuali terbutki sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah : 
a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan; atau 
b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan yang diumumkan sebagai pencipta 
pada suatu ciptaan. 
Dari uraian tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa sumber-sumber 
informasi yang dapat digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk kecukupan bukti 
adanya pelanggaran impor/ekspor barang hasil pelanggaran HKI dapat diperoleh dari : 
a. Pemegang hak atas merek berupa Sertifikat Merek dan dari pemegang Hak Cipta 
berupa tanda bukti penerimaan pendaftaran hak cipta di Departemen Hukum 
dan HAM atau bukti pengumuman ciptaan yang bersangkutan. 
b. Departemen Hukum dan HAM, yaitu berupa Daftar Umum Merek untuk merek-
merek yang sudah didaftarkan. Untuk hak cipta, jika didaftarkan dapat dilihat 
dalam Daftar Umum Ciptaan. 
c. Informasi dari asosiasi pemilik atau pemegang hak, misalnya Yayasan Karya Cipta 
Indonesia. 
d. Profil perusahaan atau orang yang pernah melakukan pelanggaran HKI yang 
dikumpulkan oleh aparat penegak hukum lain. 
e. Informasi yang dikumpulkan sendiri oleh Pejabat Bea dan Cukai dari pihak-pihak 
lain maupun dari pengembangan hasil pemeriksaan fisik barang impor atau 
ekspor. 
Dengan demikian jika sudah didapatkan bukti permulaan yang cukup, Pejabat 
Bea dan Cukai Bagian Pengawasan menyerahkan bukti permulaan tersebut kepada 
Pejabat Bagian Pencegahan dan Penyidikan untuk dilakukan upaya lebih lanjut. 
3. Penindakan terhadap barang yang diduga kuat merupakan barang palsu dan hasil 
bajakan. 
Sebagai upaya penindakan atas hasil penyelidikan tersebut Pejabat bea dan 
Cukai melakukan tindakan berupa :  
a. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan 
Niaga. 
Ketentuan mengenai cara penangguhan pengeluaran berdasarkan perintah 
tertulis ketua pengadilan niaga mengacu pada Undang-Undang no.10 Tahun 1995 
jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu : 
1) Pasal 54 disebutkan bahwa: 
Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua 
pengadilan niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada 
Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran 
barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang 
cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang 
melindungi di Indonesia. 
2) Pasal 55 : 
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai :  
a) bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta 
yang bersangkutan;  
b) bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;  
c)  perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor 
yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat 
dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan  
d)  jaminan.   
3) Pasal 56 : 
Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
pejabat bea dan cukai: 
a) memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik 
barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang 
impor dan ekspor; 
b) melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang 
bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya 
perintah tertulis ketua pengadilan niaga. 
4) Pasal 57 disebutkan : 
(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan 
dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan 
niaga. 
(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau 
ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d. 
5) Kemudian pada Pasal 58 diatur ketentuan sebagai berikut : 
(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta 
yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat 
memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna 
memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan 
pengeluarannya. 
(2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan 
mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan 
pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan 
pengeluarannya. 
6) Selanjutnya pada Pasal 59 disebutkan : 
(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima 
pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran 
bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 
dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara 
tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri 
tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang 
bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan 
kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. 
(2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor 
atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan 
cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang 
impor atau ekspor. 
(3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara 
tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan 
pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan 
menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
7) Pada Pasal 60 diatur bahwa : 
Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang 
impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan 
niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar 
mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan 
menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
huruf d. 
8) Sedangkan untuk Pasal 61 disebutkan bahwa : 
(1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau 
ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran 
merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk 
memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta 
penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. 
(2) Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau 
bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan. 
Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.17 tahun 2006, maka di 
Indonesia permintaan oleh pemegang atau pemilik hak tersebut diajukan kepada 
ketua pengadilan niaga. Dengan dipilihnya jalur permintaan melalui pengadilan ini, 
maka Pengadilan Niaga berwenang menetapkan penangguhan sementara 
pengeluaran barang maupun untuk memutus perkara pelanggaran HKI.  
Dalam Article 51 TRIP’s Agreement juga diatur bahwa dalam hal pemilik 
atau pemegang hak memiliki bukti yang cukup untuk menduga adanya impor 
barang yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan permintaan 
tertulis kepada pihak yang berwenang baik secara administratif maupun judicial 
untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang tersebut oleh Bea dan Cukai. 
TRIP’s tidak menentukan kepada pihak mana (competent authorities) permintaan 
penangguhan penahanan ini harus diajukan, hal ini tergantung pada ketentuan 
yang berlaku di masing-masing negara, dengan demikian permintaan tersebut 
dapat diajukan kepada pihak pengadilan (judicial) atau kepada instansi-instansi lain 
(administratif) termasuk yang diajukan langsung kepada pihak kepabeanan 
(Sunarno,2008: 16).  
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b. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Kewenangan Karena Jabatan (Ex-
Officio). 
Penangguhan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena 
jabatan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-
Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah sebagai berikut : “Tindakan 
penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena 
jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa 
barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak 
cipta”.   
Selanjutnya pada Pasal 63 disebutkan : 
”Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan 
hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap 
barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau 
barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk 
tujuan komersial”. 
 
Terakhir pada Pasal 64 dijelaskan bahwa ; 
(1) Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil 
pelanggaran hak atas kekayaan  intelektual, selain merek dan hak cipta 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai 
dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Tindakan pejabat bea cukai secara ex-officio ini dapat dikatakan bersifat 
aktif, yaitu penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor atas kewenangan 
karena jabatan (ex-officio) berdasarkan bukti yang cukup mengenai adanya 
pelanggaran HKI. Dalam Pasal 62 tersebut, tidak menguraikan pengertian tindakan 
penangguhan karena jabatan serta ruang lingkupnya. Tindakan ini hanya dilakukan 
kalau memiliki bukti-bukti yang cukup, dan tujuannya adalah untuk mencegah 
peredaran barang-barang yang melanggar merek dan hak cipta yang berdampak 
buruk terhadap perekonomian pada umumnya (Anton Martin dalam Warta Bea 
Cukai Edisi 388, 2007: 52). 
Kewenangan karena jabatan (ex-officio) di bidang HKI oleh Pejabat Bea dan 
Cukai tersebut hanya ditulis secara singkat dan tentunya masih dibutuhkan 
peraturan pelaksananya.  
Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-
Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, ketentuan 
lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai dengan saat ini, 
peraturan pemerintah yang dimaksud belum pernah ada.  
Hal ini juga tidak ada ketentuan pelaksana di tingkat bawahnya yang 
mengatur pelaksanaan Pasal 62 tersebut.Belum adanya ketentuan pengaturan 
secara jelas dan kuat, akan mempengaruhi efektivitas kinerja Bea dan Cukai di 
seluruh Indonesia dan KPPBC Surakarta pada khususnya.  
Dengan kedua cara tersebut KPPBC Surakarta dapat melakukan upaya 
pencegahan peredaran barang palsu dan hasil bajakan sesuai dengan wilayah 
kewenangan kepabeannya. Namun dari hasil penelitian Penulis, sampai dengan saat ini 
sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 
Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, belum pernah ada permintaan yang diajukan oleh 
pemegang HKI untuk menangguhkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari 
Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI. 
Melihat hal tersebut di atas, maka sangat dimungkinkan bahwa di masa yang 
akan datang permintaan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari 
Kawasan Pabean yang diprakarsai oleh pemilik/pemegang HKI mungkin tidak pernah 
ada, kalaupun ada mungkin jumlahnya sangat sedikit (Sunarno,2008: 6).  
Oleh karena itu, aktifitas penegakkan hukum yang menyangkut kegiatan impor 
dan ekspor barang yang diduga melanggar HKI, akan lebih banyak bertumpu pada peran 
aktif Pejabat Bea dan Cukai. 
 
4. Penyidikan terhadap barang palsu dan hasil bajakan di wilayah pabean. 
Dalam Pasal 112 ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 10 ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP, memberikan  
kewenangan khusus sebagai penyidik (PPNS) kepada pejabat pegawai negeri sipil  
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Kepabeanan.   
Beberapa kewenangan yang dimiliki PPNS Bea Cukai dalam Pasal 112 ayat (2) 
disebutkan antara lain:   
a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 
dibidang kepabeanan;  
b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang kepabeanan;   
d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka 
melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;   
e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana 
dibidang kepabeanan;   
f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, 
sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana 
di bidang kepabeanan;   
g.  Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini 
dan pembukuan lainnya yang terkait;   
h. Mengambil sidik jari;   
i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian , atau badan;   
j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang 
terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang 
kepabeanan;   
k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;   
l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan 
sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;   
m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya  dengan 
pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;   
n.  Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang 
kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;   
o. Menghentikan penyidikan;  
p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.   
Mengenai wewenang PPNS Bea dan Cukai tersebut kaitannya dengan 
penyidikan atas barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan pelanggaran HKI, 
penulis mengkaji bahwa walaupun pejabat bea dan cukai adalah Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dalam kasus pelanggaran kepabeanan, tetapi PPNS Bea dan Cukai di 
bidang HKI tidak mempunyai kewenangan “ex-officio” atau “karena jabatan”. Hal ini 
karena pelanggaran HKI di bidang impor dan atau ekspor tidak termasuk dalam tindak 
pidana kepabeanan. Dalam ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 Undang-
Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 
yang termasuk tindak pidana kepabeanan adalah sebagai berikut : 
a. Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau 
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana 
karena melakukan penyelundupan. 
b. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan 
atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang 
digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean; 
c. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan 
Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk 
mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam 
rangka impor; 
d. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku 
atau catatan; 
e. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, 
atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 102; 
f. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102;  
g. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku 
atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;  
h. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari 
Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau  
i. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang 
berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan 
Pemberitahuan Pabean menurut Undangundang ini; 
j. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut 
undang-undang kepabeanan;  
k. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman 
yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai; 
l. Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha 
Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau 
pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut 
menyebabkan kerugian keuangan negara. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus seterusnya diserahkan kepada 
pihak Kepolisian atau PPNS Direktorat Jenderal HKI untuk proses hukum lebih lanjut.  
Atas dasar hal tersebut, kewenangan Kantor Bea dan Cukai perlu kiranya 
diberikan landasan yang kuat, walaupun pemegang atau pemilik HKI tidak merasa 
keberatan dengan pelanggaran atas haknya, maka proses hukum harus tetap dijalankan 
atas dasar pelanggarannya terhadap HKI tersebut, bukan atas pengaduan dari 
pemegang atau pemilik hak tersebut. Selanjutnya dalam dinyatakan bahwa dalam hal 
diambil tindakan penangguhan berdasarkan kewenangan karena jabatan, maka berlaku 
sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan dan 
Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga perlu untuk dijabarkan dan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah, agar jelas batasan, ruang lingkup dan beban tanggung 
jawabnya (Anton Martin dalam Warta Bea Cukai Edisi 388, 2007: 52). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat penulis sajikan bentuk penanganan barang 
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Kantor Bea dan Cukai 
Gambar. 5 
Penanganan barang palsu dan hasil bajakan di Kantor 
Bea dan Cukai 
 Dengan demikian, upaya pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan yang 
dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta, penulis mengkaji sebagai berikut: 
1. Barang impor dan/atau ekspor yang berada di kawasan pabean yang berada di bawah 
kewenangannya, setiap akan dikeluarkan dari kawasan pabean maka dikenakan 
pemeriksaan baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Untuk 
penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau sistem komputer, 
sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik. 
2. Dari hasil temuan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik terindikasi adanya 
barang palsu dan bajakan hasil dari pelanggaran HKI yang hendak diimpor dan/atau 
diekspor, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh pejabat bea dan cukai bagian 
pengawasan. Hasil penyelidikan diserahkan kepada pejabat bea dan cukai bagian 
pencegahan dan penyidikan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. 
3. Pejabat bea dan cukai bagian pencegahan dan penyidikan kemudian melakukan 
tindakan berupa penangguhan pengeluaran barang impor dan/atau ekspor yang diduga 
kuat merupakan barang palsu dan bajakan hasil pelanggaran HKI. Penangguhan 
pengeluaran barang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan karena jabatan (ex-
officio) atau karena penetapan tertulis dari ketua pengadilan niaga. Tindakan 
penangguhan pengeluaran barang ini dilakukan untuk mencegah barang palsu dan hasil 
bajakan tersebut beredar ke masyarakat, selain itu juga untuk menunggu proses hukum 
lebih lanjut dari pihak terkait. 
4. Pejabat atau Kantor Bea dan Cukai selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada 
pihak Kepolisian dan/atau Direktorat Jenderal HKI untuk dilakukan penyidikan. Proses 
penyidikan kasus ini kemudian diserahkan dan ditangai oleh Penyidik POLRI dan PPNS 
Direktorat Bea dan Cukai. 
5. Jadi pejabat atau kantor bea dan cukai tidak berwenang untuk melakukan penyidikan, 
hal ini karena pelanggaran HKI di bidang impor dan/atau ekspor menurut Undang-
Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan 
tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan melainkan tindak pidana pelanggaran 
HKI. Pejabat bea dan cukai hanya dapat penjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil jika 
terkait dengan adanya tindak pidana kepabeanan, sehingga secara ex-officio pejabat 
bea dan cukai tidak berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran HKI tersebut. 
6. Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran HKI dalam impor dan/atau 
ekspor barang, maka tindakan antisipatif kantor bea dan cukai adalah berupa 
penangguhan pengeluaran barang sementara waktu, yang dimungkinkan pihak terkait 
dapat melakukan proses hukum lebih lanjut. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemberantasan Barang Palsu Dan Hasil 
Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Oleh 
Kantor Bea Dan Cukai Surakarta. 
Telah diuraikan dalam bab sebelumnya, hukum terdiri atas konsep-konsep tentang 
keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya yang bersifat abstrak. Konsep-
konsep tersebut masih harus diuji apakah sesuai dengan pelaksanaannya di masyarakat atau 
tidak. Penegakan hukum adalah salah satu cara untuk mengujinya. 
 Penegakkan hukum yang menyangkut HKI di Indonesia melibatkan beberapa 
instansi pemerintah yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, Depkumham dan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesiapan aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh 
pengetahuan dan kecakapan mereka melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan 
HKI. Tentu saja negara harus menciptakan ketentuan perundang-undangan HKI yang 
memadai untuk dapat dijadikan dasar menjalankan segala kewenangan di dalam 
penegakkan hukum HKI oleh pejabat pemerintah. 
Selanjutnya, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya 
suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu sebagai berikut: 
1. hukumnya sendiri. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 
hukum. 
3. Faktor sarana atau pasilitas yang mendukung penegak hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,2000:15). 
Abdurahman senada dengan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan berlakunya undang-undang atau 
peraturan yaitu: 
1. Faktor peraturan hukumnya sendiri baik yang menyangkut system peraturannya dalam 
arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang 
mendukung pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan substansi atau isi dari 
peraturan tersebut. 
2. Faktor pelaksana dan penegak hukum yang diserahi tugas untuk melaksanakan 
peraturan tersebut. 
3. Faktor sarana dan prasarana yang mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk 
mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. 
4. Faktor masyarakat dan budaya setempat banyak mempengaruhi pelaksanaan undang-
undang atau peraturan yang bersangkutan (Abdurahman, 1985:3). 
Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan 
esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya 
undang-undang atau peraturan. Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan Teori 
Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.  
Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu 
sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu: 
 
 
1. Legal substance (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola 
prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan 
oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka 
keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. 
2. Legal structure (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, 
bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-
instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum 
antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim. 
3. Legal culture (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial 
yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh 
masyarakat (dalam Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2005: 42). 
Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu 
sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek 
sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji 
hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan 
sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa 
masalah-masalah terhadap penerapan subastansi hukum, struktur hukum dan budaya 
hukum. 
1. Penerapan Substansi Hukum. 
Substansi hukum dalam upaya pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan 
meliputi perundangan-undangan di bidang kepabeanan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam rangka penegakkan hukum HKI, perumusan perundang-undangannya 
kurang jelas sehingga mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau 
menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain 
itu ketiadaan peraturan pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
. Terdapat beberapa hal penerapan substansi hukum yang mempengaruhi upaya 
kantor bea dan cukai untuk dapat berperan dalam pengeakkan hukum HKI tersebut, 
yaitu : 
a. Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penangguhan pengeluaran 
barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (ex-officio). 
Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-
Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah memberikan kewenangan 
karena jabatan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan 
penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor apabila didapatkan bukti yang 
cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran 
merek atau hak cipta. Namun ketentuan pelaksanaan dari pasal ini hingga saat ini 
belum ada. 
 Padahal bila melihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 
jo Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dapat diterbitkan 
Peraturan Pemerintah. Dengan tidak adanya ketentuan pelaksanaan dapat 
mengakibatkan Pejabat Bea dan Cukai diliputi ketidakjelasan dan keraguan untuk 
menjalankan peran aktifnya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 
1995 jo Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. 
b. Pasal 62 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HKI yang menjadi 
kewenangan Pejabat Bea dan Cukai.  
Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 
tahun 2006 Tentang Kepabeanan diadopsi dari Pasal 58 TRIP’s Agreement Bagian ke 
4 Special Requirements Related To Border Measures. Yang terdiri dari Pasal 51 
sampai dengan Pasal 61. dalam Pasal 51 TRIP’s Agreement disebutkan bahwa 
negara anggota diwajibkan menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan 
pemegang hak yang memiliki dasar yang sah bahwa akan terjadi pengimporan 
barang yang bermerek dagang palsu (counterfeit trade mark goods) dan barang 
hasil bajakan (pirated copyright goods) untuk mengajukan permohonan tertulis 
kepada pihak yang berwenang, administrasi maupun badan peradilan, untuk 
menunda dilepaskannya oleh pabean barang-barang tersebut ke dalam arus 
perdagangan (Sunarno, 2008 : 11-12).  
Di sini peran pejabat bea dan cukai hanya bersifat pasif, artinya pejabat bea 
dan cukai hanya akan menunda pengeluaran barang yang diduga hasil pelanggaran 
HKI berdasarkan perintah administrasi atau badan peradilan. Dengan demikian 
kewenangan Pejabat Bea dan Cukai hanya meliputi barang yang bermerek dagang 
palsu (counterfeit trade mark goods)  dan barang hasil bajakan (pirated copyright 
goods). 
c. Dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 
tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti 
yang cukup.  
Telah diuraikan dalam kajian sebelumnya bahwa Pasal ini diadopsi dari 
Pasal 58 TRIP’s Agreement yang berbunyi :  
“Where Members reqiure competent authorities to act upon thier own 
initiative and to suspend the release of goods in respect of which the have 
acquired prima facie evidence that an intellectual property rights is being 
infringed: 
a. The competent authorities may at any time seek from the right holder 
anay information that may assist them to exercices these powers; 
b. The importers and the right holder shall be promptly notified of 
suspension. 
Members shal only exempt both public authorities and officials form liability to 
appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good 
faith” 
 
Dalam Pasal 58 huruf a tersebut dinyatakan bahwa, pihak yang berwenang 
(maksudnya Pejabat Bea dan Cukai) dapat setiap saat meminta informasi dari 
pemegang hak yang membantu mereka melaksanakan kewenangan tersebut. 
Tentu saja permintaan informasi ini setelah dirangkaikan dengan informasi yang 
lain yang didapat di lapangan, dapat menjadi suatu alat bukti, misalnya ; nama 
pemegang hak berbeda dengan nama importir/eksportir barang yang ada pada 
dokumen manifest, sedangkan importir/eksportir tidak mendapat kuasa untuk itu 
dari pemegang hak (Sunarno, 2008: 12). 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
disebutkan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Setiap 
merek yang terdaftar dimuat dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan untuk 
pemohon perlindungan merek atau kuasanya diberikan sertifikat merek (Pasal 27 
ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001). Namun hal serupa tidak terdapat 
dalam ketentuan hak cipta. Tidak ada kewajiban pendaftaran bagi hak cipta.  
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak 
Cipta).  
Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “pengumuman” 
adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran 
sautu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau 
melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, 
didengar,atau dilihat orang lain. 
 Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya 
yang dianggap sebagai pencipta adalah : 
1) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan; atau 
2) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan yang diumumkan sebagai pencipta 
pada suatu ciptaan. 
Dari uraian tersebut di atas, sumber-sumber informasi yang dapat 
digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk kecukupan bukti adanya pelanggaran 
impor/ekspor barang hasil pelanggaran HKI dapat diperoleh dari : 
1) Pemegang hak atas merek berupa Sertifikat Merek dan dari pemegang Hak 
Cipta berupa tanda bukti penerimaan pendaftaran hak cipta di Departemen 
Hukum dan HAM atau bukti pengumuman ciptaan yang bersangkutan. 
2) Departemen Hukum dan HAM, yaitu berupa Daftar Umum Merek untuk 
merek-merek yang sudah didaftarkan. Untuk hak cipta, jika didaftarkan dapat 
dilihat dalam Daftar Umum Ciptaan. 
3) Informasi dari asosiasi pemilik atau pemegang hak, misalnya Yayasan Karya 
Cipta Indonesia. 
4) Profil perusahaan atau orang yang pernah melakukan pelanggaran HKI yang 
dikumpulkan oleh aparat penegak hukum lain. 
5) Informasi yang dikumpulkan sendiri oleh Pejabat Bea dan Cukai dari pihak-
pihak lain maupun dari pengembangan hasil pemeriksaan fisik barang impor 
atau ekspor (Sunarno, 2008: 14-15). 
Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang menyangkut pelanggaran 
Undang-Undang Merek dan hak Cipta, maka proses pengumpulan alat bukti harus 
didasarkan pada ketentuan KUHAP. Untuk itu, apabila terjadi tindak pidana 
kepabeanan dan atau cukai,mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup” 
maka bukti yang dapat dikumpulkan dapat berupa data atau keterangan yang 
terkandung dalam : 
1) Laporan kejadian; 
2) Keterangan saksi termasuk saksi ahli; 
3) Barang bukti (Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No: Kep-57/BC/1997 Tentang 
Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai). 
Bukti permulaan yang cukup dapat diperoleh dengan membandingkan data 
pemilikan HKI dengan data barang yang tercantum pada dokumen 
pengapalan/maifest. Namun sering bukti permulaan yang cukup itu hanya dapat 
diperoleh setelah dilakukan penelitian pada dokumen impor/ekspor yang lebih 
detail, sperti invoice atau packing list, dan bahkan setelah melihat fisik barang. 
d. Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor/ekspor yang disebutkan dalam 
undang-undang masih belum jelas mengenai bagaimana bentuk penangguhannya.  
Bentuk penangguhan pengeluaran barang impor/ekspor menurut Penulis 
dapat dilakukan dengan cara penegahan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 tahun 2006 
Tentang Kepabeanan. Dalam penjelasan Pasal 77 dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan menegah barang adalah tindakan administrasi untuk menunda 
pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai 
dipenuhinya kewajiban Pabean.  
Jika tindakan ini dilakukan maka kepada importir atau eksportir harus 
segera diberikan Surat Bukti Penindakan (penegahan) dengan mengacu pada 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997. importir dan pemegang 
HKI harus segera diberitahu tentang adanya penangguhan tersebut. Jangka waktu 
pemberitahuan seyogyanya menurut Sudargo Gautama tidak lebih dari 3 x 24 jam 
(Sudargo Gautama, 1994 :110).  
Jika ketentuan ini diterapkan, maka Surat Bukti Penindakan ini menurut 
Penulis dapat dianggap sebagai pemberitahuan kepada importir atau eksportir 
tentang adanya penundaan pengeluaran barang-barang mereka dari Kawasan 
Pabean. Salinan Surat Bukti Penindakan ini dapat disampaikan juga kepada 
pemilik/pemegang HKI yang bersangkutan.  
e. Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 tahun 2006 
Tentang Kepabeanan tidak mengatur jangka waktu pengeluaran barang impor atau 
ekspor yang diduga sebagai hasil pelanggaran HKI.  
Bila mengacu pada Pasal 57, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya jangka 
waktu penangguhan selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jangka waktu tersebut cukup 
untuk memberikan kesempatan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyelidikan 
untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya. Kemungkinan yang terjadi dari 
hasil penyelidikan adalah adanya bukti yang cukup adanya tindak pidana tersebut, 
berkas perkara dan barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan 
kemungkinan yang selanjutnya adalah adanya kesalahan analisis hasil penyelidikan 
sehingga tidak cukup bukti adanya tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat bea 
dan cukai harus segera mengeluarkan barang tersebut dari kawasan pabean 
setelah kewajiban pabean dipenuhi. 
f. Penentuan jumlah dan bentuk jaminan dalam pelaksanaan penangguhan 
pengeluaran barang berdasarkan perintah tertulis dari ketua pengadilan niaga tidak 
mempunyai dasar pertimbangan yang jelas dan kuat.  
Dalam pelaksanaan penangguhan pengeluaran barang ini suatu jaminan 
dengan nilai yang cukup diperlukan untuk melindungi pemilik barang (yang diduga 
melakukan pelanggaran) dari kerugian yang tidak perlu timbul karena pengeluaran 
barangnya ditangguhkan, dengan demikian dapat mengurangi kemungkinan 
penyalahgunaan hak. Jaminan yang cukup juga dapat melindungi Kantor Bea dan 
Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena pelaksanaan 
penangguhan pengeluaran (Anton Martin dalam Warta Bea Cukai Edisi 388, 2007: 
53). 
Yang menjadi masalah, apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam 
penentuan jumlah dan bentuk jaminan yang perlu dipertaruhkan, dan bagaimana 
kaitannya dengan efektivitas tugas pengendalian impor/ekspor barang hasil 
pelanggaran HKI. Besarnya kerugian pemilik barang sebagai akibat penangguhan 
pengeluaran barangnya adalah sangat relatif dan sulit diukur. Di samping keadaan 
dan sifat barang yang bersangkutan, keadaan pasar juga sangat menentukan. 
Dalam hal kerugian karena keadaan atau sifat barang misalnya : barang cepat 
rusak, besarnya kerugian relatif lebih mudah diukur dan dapat dihindarkan atau 
ditekan dengan mengeluarkan barang terlebih dahulu atas persetujuan ketua 
pengadilan niaga dengan mempertaruhkan jaminan. 
Namun kerugian yang disebabkan karena keterlambatan akses ke pasar 
dapat saja mengakibatkan hilangnya peluang karena pasar bisa saja berkembang 
menjadi jenuh. Demikian pula keterlambatan pengiriman barang untuk suatu 
proyek dapat mengakibatkan permasalahan yang kompleks. Maka penetapan 
besarnya jaminan yang perlu dipertaruhkan oleh pihak yang mengajukan 
permintaan penangguhan bukanlah hal yang mudah. Persaingan merupakan bagian 
penting dan tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan. 
Sepanjang persaingan itu dilakukan dalam keadaan yang fair tidak menjadi 
masalah. Pengaturan penegakkan di bidang HKI yang dilakukan oleh pihak Pabean 
adalah salah satu cara untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Maka perlu 
dipertimbangkan jika jaminan yang perlu dipertaruhkan jumlahnya relatif kecil 
dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dengan menguasai pasar 
terlebih dahulu, bukan tidak mungkin upaya hukum permintaan penangguhan 
pengeluaran barang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Begitu pula 
sebaliknya jika jumlah jaminan relatif besar bukan tidak  mungkin 
pemilik/pemegang HKI menghadapi kesulitan untuk menggunakan upaya hukum 
ini. Akibatnya relatif sulit untuk menentukan besarnya jaminan yang dapat 
dianggap memenuhi rasa keadilan semua pihak 
g.  Mengenai kewenangan pemusnahan barang hasil pelanggaran HKI tidak 
disebutkan secara jelas.  
Seharusnya pemusnahan barang hasil pelanggaran HKI di wilayah 
kepabeanan dilakukan oleh Instansi Bea dan Cukai. Dalam Article TRIP’s Agreement 
memberikan hak kepada pihak yang berwenang untuk memerintahkan 
penghancuran atau pemusnahan atas barang-barang hasil pelanggaran HKI sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Article 46 (Sunarno, 2008: 19-20) .  
Pihak yang berwenang yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai. 
Dalam hal menyangkut barang hasil pelanggaran HKI, cara pemusnahan dengan 
mencabut merek dagang dari barang saja tidak memadai. Demikian pula pihak 
Pabean tidak diperkenankan untuk mengekspor kembali barang yang diduga hasil 
pelanggaran HKI dalam wujudnya semula maupun melalui prosedur Bea dan Cukai 
yang berbeda. 
2. Struktur Hukum. 
Struktur hukum yang mempengaruhi efektivitas kinerja kantor bea dan cukai 
adalah : 
a. Faktor Sumber Daya Manusia Yang Ada di Kantor Bea dan Cukai Surakarta. 
Tercapainya efektivitas suatu organisasi tidak terlepas dari keberadaan 
sumber daya manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Jadi seluruh pegawai yang 
ada di dalam KPPBC Surakarta merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 
mencapai tujuan organisasi yang efektif. Sumber daya manusia merupakan potensi 
yang ada pada indvidu baik fisik maupun intelektual sehingga dapat melakukan apa 
yang diinginkannya. Dalam hal ini yang diprioritaskan adalah potensi intelektual 
dan teknis yang dimiliki oleh pegawai sehubungan dengan kinerja KPPBC Surakarta 
yang membutuhkan keprofesionalisme dalam bekerja. Keberadaan pegawai di 
KKPBC Surakarta dapat dilihat dari tabel berikut : 
Tabel 1.  
Data Pegawai KPPBC Surakarta 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Formal 
No Jabatan 
SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 
Total 
1 Kepala Kantor - - - - - 1 - 1 






atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang ada mempunyai 
pendidikan SLTA yaitu sebanyak 44 orang atau sebesar 44% memiliki jabatan 
sebagai pelaksana. Sebagian dari pegawai juga telah mempunyai pendidikan cukup 
tinggi yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2% sebagai koordinator pelaksana. 
Tingkat pendidikan yang tinggi tidak akan banyak berguna jika tidak ada kesesuaian 
penempatan tugas. Karena kemampuan pegawai sangat dipengaruhi oleh 
kesesuaian pendidikan formal dengan bidang tugas yang diembannya. 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai di KPPBC Surakarta adalah 
jumlah pegawai tidak sebanding dengan jangkauan wilayah yang menjadi tanggung 
jawab KPPBC Surakarta. Hal ini dikarenakan jangkauan wilayah yang cukup luas dan 
letak pabrik yang berjauhan. Dalam pelaksanaan kerja seperti meninjau lokasi 
pabrik yang dilakukan KPPBC Surakarta dengan jumlah pegawai yang sedikit 
dibebani tanggungjawab wilayah yang luas sangat tidak sepadan dengan sumber 
daya manusia yang ada, jelas ini sangat berpengaruh dalam efektivitas kinerjanya 
yang justru akan banyak menghabiskan banyak tenaga, waktu, dana dan yang 
lainnya. 
b. Faktor Sarana Dan Prasarana. 
Keberadaan sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Surakarta sangat 
berpengaruh terhadap kinerjanya. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, 
kinerja KPPBC tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana merupakan 
hal yang sangat penting dalam organisasi pelayanan karena sangat berpengaruh 
terhadap tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan kinerjanya. Sarana dan 
prasarana disini diartikan sebagai suatu peralatan yang membantu para pegawai 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja organisasi dapat 
2 Kepala Seksi - - 4 1 2 3 - 10 
3 Korlak - - 5 - 3 6 2 16 
4 PLKS 1 5 44 9 7 6 - 72 
5 Total 1 5 53 10 12 16 2 99 
berjalan dengan efektif apabila didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang 
memadai, mutu yang dapat dihandalkan, dan jenis yang sesuai dengan pekerjaan 
dan tersedia saat dibutuhkan. 
Sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Surakarta sampai saat ini belum 
sepenuhnya sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Terkadang sedikit 
yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di KPPBC Surakarta, misalnya 
fasilitas internet. Masih sedikit sekali komputer yang ada di KPPBC Surakarta yang 
sudah dipasangi jaringan internet. Padahal dapat dikatakan, internet dapat 
menunjang kinerja KPPBC Surakarta. Belum canggihnya peralatan juga dapat 
menghambat kinerja. Misalnya seperti alat komunikasi yang ada di Seksi 
Pengawasan dan Penyelidikan. Untuk mengirim informasi baik antara pegawai yang 
berada di kantor maupun yang berada di lapangan membutuhkan waktu yang lama 
dalam menyampaikan informasi. 
3. Budaya Hukum. 
Budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai adalah masih 
kurangnya kesadaran hukum pejabat bea dan cukai kaitannya dengan penegakkan 
hukum HKI di bidang impor dan/atau ekspor. Dari seksi HKI pada Subdirektorat 
Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan, Direktorat Pencegahan dan Penyidikan 
diperoleh penjelasan bahwa barang impor dan ekspor hasil pelanggaran HKI yang 
ditegah pejabat Bea dan Cukai tersebut didapat sebagai pelaksanaan kewenangan Pasal 
82 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan yaitu kewenangan pemeriksaan fisik atas barang impor dan ekspor, yang 
dilakukan baik secara manual atau menggunakan x-ray di terminal bandara (Suharsono, 
2008: 9). 
 Jenis pelanggaran yang dilakukan importir atau eksportir adalah tidak 
memberitahukan barang yang sesungguhnya di dalam dokumen Pemberitahuan 
Pabean. Kebetulan barang yang diimpor atau diekspor tersebut adalah barang hasil 
pelanggaran HKI. Penyelesaian terhadap pelanggaran-pelamggaran tersebut sebagian 
besar didasarkan pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-
Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa  
“Barang yang dilarang atau dibatasai untuk diimpor atau diekspor yang 
tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai 
barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali 
terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 
Apabila penanganannya melalui ketentuan tersebut di atas, maka peredaran 
barang palsu dan hasil bajakan dalam proses impor dan/atau ekspor termasuk tindak 
pidana kepabeanan. Padahal seharusnya tindakan tersebut termasuk pelanggaran HKI di 
bidang impor dan ekspor, dan penanganannya tunduk pada Undang-Undang Merek dan 
Hak Cipta.  
Penulis dapat mengkaji bahwa Pejabat Bea dan Cukai tidak pernah 
menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 62 Undang-Undang Kepabeanan yaitu 
penangguhan pengeluaran barang impor dan/atau ekspor karena kewenangan jabatan 
(ex-officio) terhadap barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan hasil dari 
pelanggaran merek dan hak cipta. Namun dalam kenyataannya pejabat Bea dan Cukai 
lebih banyak baru mengetahui barang yang dimaksud merupakan barang hasil 
pelanggaran HKI setelah menjalankan kewenangan berdasarkan Pasal 82 Undang-
Undang Kepabeanan yaitu pemeriksaan fisik terhadap barang impor dan/atau ekspor. 
Berdasarkan uraian di atas,bila dikaitkan dengan kesadaran hukum oleh pejabat 
Bea dan Cukai maka dapat dikatakan kesadaran hukum tentang penegakkan hukum HKI 
masih kurang dan tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 
empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi 
tahap), dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Pengetahuan hukum. 
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku 
tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa 
yang diperbolehkan. 
b. Pemahaman hukum. 
Yang dimaksudkan adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang 
mengenai isi dari aturan hukum (hukum tertulis). Yakni mengenai isi, tujuan dan 
manfaat dari peraturan tersebut. 
c. Sikap hukum (Legal Attitude) 
Merupakan suatu kecenderungan menerima atau menolak hukum karena adanya 
penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi 
terhadap aturan hukum. 
d. Pola perilaku hukum. 
Yang dimaksudkan adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum 
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu 
dan sejauh mana masyarakat mematuhinya (Soerjono Soekanto dalam Otje Salman 
dan Anton F Susanto,   2005:128) 
Selain itu, para pelaku mudah memperoleh perizinan resmi atas bidang 
usahanya dan kurang diikuti dengan suatu sistem pengawasan yang ketat atas 
penyalahgunaan izin yang telah dikeluarkan, bahkan belum ada ketegasan mengenai 
aturan-aturan pembatasan izin memasukkan suatu barang tertentu yang secara tidak 







Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, Penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
c. Penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai 
Surakarta, hanya sebatas meliputi :  
a. Pemeriksaan barang impor dan/atau ekspor dengan melakukan penelitian 
dokumen dan pemeriksaan fisik barang;  
b. Penyelidikan bila terdapat barang yang diduga palsu dan bajakan; 
c. Penindakan secara antisipatif berupa penangguhan pengeluaran barang dari 
kawasan pabean berdasarkan penetapan tertulis ketua pengadilan niaga 
maupun berdasarkan kewenangan karena jabatan (ex-officio).  
Kantor bea dan cukai tidak berwenang melakukan penyidikan dan proses hukum lebih 
lanjut mengenai adanya tindak pidana tersebut, karena secara ex-officio pejabat atau 
kantor bea dan cukai hanya dapat melakukan peyidikan jika terkait dengan tindak 
pidana kepabeanan. Sedangkan barang palsu dan hasil bajakan merupakan hasil dari 
tindak pelanggaran HKI, tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Penyidikan 
dan proses hukum selanjutnya diserahkan dan ditangai oleh pihak Kepolisian dan 
instansi yang terkait dengan HKI yakni direktorat jenderal HKI. 
d. Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu 
dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta yaitu :  
a. Pengaturan mengenai pmberantasan barang palsu dan hasil bajakan dalam 
rangka penegakkan hukum HKI, perundang-undangannya secara substansi tidak 
ada pertentangan. Namun masih kurang jelas dalam perumusannya antara lain :  
1) Dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 
17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak merinci secara spesifik jenis-jenis 
pelanggaran HKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; Tidak 
dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup; Tindakan 
penangguhan pengeluaran barang impor/ekspor masih belum jelas 
mengenai bagaimana bentuk penangguhannya; Tidak mengatur jangka 
waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga sebagai hasil 
pelanggaran HKI. 
2) Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penangguhan 
pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (ex-officio). 
Kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan 
sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi 
yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain itu ketiadaan peraturan 
pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan perundang-
undangan ini.  
b. Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea dan Cukai Surakarta dari segi 
kuantitas maupun kualitas masih terbatas dan tidak sebanding dengan tanggung 
jawab wilayah yang menjadi kewenangannya. Petugas di lapangan rata-rata 
berpendidikan SMA, jadi belum ada keahlian khusus untuk melakukan upaya 
pencegahan masuknya barang palsu dan hasil bajakan, jumlahnya pun hanya 44 
orang atau sebesar 44% dari seluruh pegawai yang ada di KPPBC Surakarta. 
Seharusnya apabila dari segi kuantitas belum ada alokasi penambahan pegawai, 
paling tidak dari sumber daya manusia yang ada dapat ditingkatkan kualitasnya 
dengan mengikutkan pegawainya dalam pendidikan atau pelatihan khusus 
mengenai penyelidikan dan penindakan. Dari  sarana dan prasarana yang ada di 
KPPBC Surakarta sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknologi 
yang berkembang saat ini. Terkadang sedikit yang sesuai dengan apa yang 
menjadi kebutuhan di KPPBC Surakarta.  
c. Budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai sudah cukup 
baik, tertib dan teliti. Hal ini bisa dilihat, dalam melakukan upaya pencegahan 
dan penindakan selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari 
setiap pelaksanaan tugas  selalu dibuat pelaporan secara berkala baik setelah 
pelaksanaan maupun pada akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi 
hasil kerja masing-masing bidang yang kemudian digunakan untuk merumuskan 
strategi baru untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawainya.  
 
B. Saran. 
Dari kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah hendaknya segera menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman 
pelaksanaan Pasal 62 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 
Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan 
kewenangan karena jabatan (ex-officio) Pejabat Bea dan Cukai. Peraturan pelaksanaan 
tersebut harus mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
a. Harus mengatur bentuk tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau 
ekspor hasil pelanggaran HKI. Menurut Penulis, bentuk penangguhan pengeluaran 
barang dapat mengacu dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepabeanan yaitu berupa 
tindakan pencegahan. Bentuk pencegahan yang dimaksud adalah adalah tindakan 
administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang 
impor atau ekspor 
b. Dalam peraturan pelaksanaan hendaknya mengatur juga mengenai kriteria bukti 
yang cukup dan cara memperolehnya. 
c. Selain itu, peraturan tersebut harus menyertakan pengaturan mengenai jangka 
waktu penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga hasil 
pelanggaran HKI oleh Pejabat Bea dan Cukai. 
d. Memberikan kewenangan kepada kantor bea dan cukai untuk memusnahkan 
barang palsu dan bajakan hasil pelanggaran HKI. 
2. Untuk mendukung kinerja Pejabat Bea dan Cukai di lingkungan KPPBC Surakarta, 
seyogyanya perlu adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas. Untuk segi kualitas upaya yang dapat dilakukan 
misalnya : dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan atau 
pendidikan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian 
pegawainya. Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan kinerja di lapangan, pengadaan 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan bidangnya hendaknya dilakukan secara 
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